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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan 

sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
1
 Sistem pembayaran dalam 

penggajian dan pengupahan yang baik merupakan harapan semua pihak yang 

terlibat dari suatu perusahaan. Persoalan yang klasik dalam mengelola perusahaan 

adalah dengan bertambah maju atau besarnya perusahaan, maka bertambah pula 

beban operasional yang harus ditanggung. 

Kecendrungan besar dalam proses bisnis yang mengarah pada efisiensi dan 

fokus pada bisnis inti telah membuka peluang yang sangat besar bagi perusahaan 

outsourcing. Dalam praktik di mancanegara, pengelolaan bisnis outsourcing telah 

menjadi salah satu model yang terus dikembangkangkan karena terbukti bisa 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Akan tetapi, praktisi hukum 

ketenagakerjaan sebenarnya banyak yang mengkritik sistem outsourcing ini, 

karena secara legal formal perusahaan pemberi kerja tidak bertanggung jawab 

secara langsung terhadap pemenuhan hak – hak karyawan yang bersangkutan. 

Dalam pengertian umum, istilah outsourcing atau diartikan sebagai 

contrack (work) out. Menurut definisi Maurice Greaver, outsourcing dipandang 

sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak 

                                                             
1
 https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/contents/Default.aspx, diakses pada 21 

Desember 2017 

https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/contents/Default.aspx
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pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan 

ini terkait dalam suatu  kontrak kerja sama.
2
 

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu salah satu pihak 

menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah.
3
 

Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara 

keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak 

hanya akan memengaruhi nafkanya saja, melainkan juga daya belinya. Jika 

sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan 

memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas 

pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada kelas pekerja ini akan 

menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, frustasi, agitasi, dan pemogokan.
4
 

Dalam ekonomi Islam upah dikenal dengan istilah “ijarah”. Ijarah dapat 

didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atau suatu barang 

atau suatu jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa(ujrah), tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi Ijarah 

dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa( 

mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah 

sejumlah tertentu.
5
 

                                                             
2
 Iftida Yasar, Sukses Implementasi outsourcing, (Jakarta: PPM, 2008), cetakan ke -1, h.1, 

3. 
3
 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2014), h. 164. 
4
 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), 

h.194-195.  
5
 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia,( Salemba empat: Jakarta, 

2015), h. 232. 
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Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. 

Mengenai segera membayar upah pekerja, merujuk kepada cerita tentang nabi 

Musa a.s ketika ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Madyan, dan disitu ia 

menolong dua orang gadis yang sedang memberi minum sekawanan domba, 

dibayar seketika oleh ayah kedua gadis itu. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-

Qashas (28):25  

                                     

                              

   Artinya: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita 

itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata: “Sesungguhnya bapakku 

memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan) 

mu memberi minum (ternak) kami.” Maka tatkala Musa 

mendatangi bapaknya (Syua’ib) dan menceritakan kepadanya cerita 

(mengenai dirinya), Syuaib berkata: “Janganlah kamu takut. Kamu 

telah selamat dari orang-orang zalim itu.”  

 

Pada masa Khalifah Umar r.a., gaji pegawai disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kesejahteraan masyarkat setempat. Jika tingkat biaya hidup 

masyarakat setempat meningkat, maka upah pegawai harus dinaikkan, sehingga 

mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Khalifah Umar r.a mendorong pegawainya untuk tidak terlalu hemat atas 

dirinya (kikir), namun mereka harus memiliki kehidupan mulia layaknya 

kebanyakan masyarakat, tanpa harus berlebih – lebihan (israf) atau kikir.
6
 

Diantara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan 

upah sebagai imbalan pekerjaannya. Diantara bukti perhatian Islam tentang  upah 

                                                             
6
 Lukman Hakim, PRINSIP – PRINSIP EKONOMI SYARIAH, ( Jakarta: Erlangga, 2012), 

h. 203. 
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pekerja adalah memerintahkan penyerahan upah langsung sehabis selesainya 

pekerja dari pekerjaannya.
7
  

Menunda menbayar upah dilarang oleh Rasulullah SAW dan orang yang 

tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja padanya sangat 

dimurkai Allah SWT. Orang yang meminta seseorang untuk bekerja kepadanya 

tetapi kemudian ia tidak membayar upah atas jasanya itu sangat dibenci oleh 

Allah SWT dan akan menjadi musuhnya di akhir kelak.
8
 Dalam sebuah hadis 

Qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman : 

ًَرَجُلٌ بَا عَ حُرًّا ٌْمَ القِيَا هَةِ رَجُلٌ اَعْطََ بِي ثُنَ غَدَرَ  فَاَكَلَ ثَوَنَوُ  قَا لَ الُله تَعَا لََ : ثَلَثَةٌ اَنَا خَصْوُيُنْ يَ

)ٍُ ًَاىُالْبُخَارِ ًَلَنْ يُعْطِوِ اجْرَّهُ )رَ ٌْفََ هِنْوُ  ًَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَّ اَجِيْرًّا فَاسْتَ  

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW sabdanya : Allah SWT berfirman, 

“Tiga kelompok yang aku akan menjadi musuh mereka paada hari kiamat, yaitu 

orang yang memberikan sesuatu karena Aku kemudian membatalkannya, orang 

yang menjual orang merdeka lalu makan harga ( uang dari hasil penjualan itu), 

dan orang yang mempekerjakan seseorang dan meminta agar ia bekerja dengan 

sempurna tapi ia tidak memberikan upahnya.” (HR.Al- Bukhari)
9
 

 

Upah yang dibayarkan kepada masing – masing pegawai bisa berbeda 

berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanggungan 

nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Bagi 

yang sudah berkeluarga, gajinya dua kali lebih besar dari pegawai yang masih 

lajang. Bagi yang sudah mempunyai keluarga harus menanggung nafkah orang –

                                                             
7
 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, FIKIH EKONOMI UMAR bin Al-KHATAB, (Jakarta 

Timur: Khalifa, 2010), Cet. ke 3, h. 236 -237 
8
 Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Dalam Hadis Nabi, ( Jakarta: Prenamedia Group, 

2015), h. 217 dan 223. 
9
 Al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqalani,  Bulughul Maram, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, 

Lc, (Jakarata: Darul Haq, 2014), cet. ke-1, h. 490. 
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orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka tetap bisa memenuhi 

kebutuhan dan hidup dengan layak.
10

 

Dalam konteks ini, penulis ingin memfokuskan topik pembahasan pada 

salah satu perusahaan outsourcing yang ada di Pekanbaru. Salah satu perusahaan 

yang menjadi subjek penelitian penulis adalah PT. Datama yang terletak di Jl. 

srikandi Z15, Delima, Pekanbaru. PT. Datama adalah perusahaan outsorcing yag 

bekerjasama dengan Pihak UIN Suska Riau sebagai penyedia tenaga satuan 

pengamanan atau sering disebut SATPAM.  PT. Datama sudah 4 kali menang 

lelang terhadap satpam yang bekerja di UIN SUSKA Riau, dari tahun 2010, 2013, 

2015 dan terakhir pada tahun 2017.  

Penulis memilih lokasi penelitian pada PT. Datama karena adanya 

permasalahan yang terkait dengan gaji yang diberikan kepada tenaga kerja satpam 

di UIN SUSKA Riau. Gaji yang diberikan oleh perusahaan outsourcing  dibawah 

UMK yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan di Pekanbaru pada tahun 

2017.  Berdasarkan wawancara, antara penulis dengan salah seorang satpam yang 

bekerja pada PT. Datama yang bertugas di kampus UIN SUSKA Riau. Mereka 

bekerja sesuai dengan akad yang ditetapkan pada awal diterima menjadi karyawan 

satpam di perusahaan. Didalam akad dijelaskan, bahwa gaji yang diberikan 

perusahaan sebesar Rp 1.850.000/bulan.
11

 Tidak dibenarkan untuk libur kecuali 

sakit atau ada halangan yang mendesak. Jika selama bekerja satpam ada yang 

sakit, maka harus melampirkan surat keterangan dari dokter. Akan tetapi, jika 

tidak ada surat keterangan dari dokter karena sakit, maka dianggap meliburkan 

                                                             
10

 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Op.Cit., h. 236. 
11

 Ls, Anggota Satpam  PT. Datama, Wawancara, Pekanabaru, 08 November  2017. 
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diri dan gaji dipotong Rp.80.000/hari. Ketika dinyatakan melanggar akad 

perjanjian yang ditetapkan, maka akan menerima resiko berupa diberhentikan dari 

kerja.
12

 

Satpam yang ditugaskan di Kampus UIN SUSKA RIAU bekerja dalam 

dua bentuk kelompok dengan waktu yang berbeda: 

a. Kelompok Regu  

Satpam mulai kerja pada jam 07.00 WIB pagi – 19.00 WIB 

malam. Jadwal siang, satpam kembali bekerja pada jam 11.30 WIB – 

13.30 WIB. Sistem kerja masuk 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk 

siang, 2 hari libur.  

b. Kelompok Midel 

Satpam mulai kerja pada jam 07.00 WIB pagi – 17.00 WIB sore. 

Jadwal siang, satpam kembail bekerja pada jam 11.30 WIB – 13.30 

WIB. Sistem kerjanya dari hari Senin – Juma’t, hari Sabtu dan 

Minggu libur. 

Selain permasalahan diatas, penulis juga menemukan bahwa satpam yang 

seharusnya menerima gaji secara tetap perbulannya sering mengalami 

keterlambatan dalam menerima gajinya.  Setelah penulis melakukan observasi,  

ternyata pada bulan September 2017 s/d bulan Oktober 2017 telah terjadi 

penundaan pembayaran gaji pada satpam selama dua bulan. Perihal ini 

menyebabkan satpam yang bekerja di UIN SUSKA Riau menjadi malas untuk 

bekerja karena gaji mereka yang belum dibayarkan. Sebelum itu, pada bulan 

                                                             
 
12

 Dn, Anggota Satpam, PT. Datama, Wawancara, Pekanbaru,08 November 2017. 
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Januari 2017 s/d Maret 2017 kerja Satpam digantikan oleh organisasi MENWA 

ynag ditunjuk langsung oleh pihak rektorat karena aksi pemogokan Satpam yang 

gaji nya belum dibayarkan oleh perusahaan outsourcing. 

Perihal ini sering menjadi keluhan oleh satpam, karena seringkali 

terjadinya keterlambatan dalam menerima gaji. Selain itu  gaji yang diterima 

satpam dari perusahaan outsourcing juga kecil, sedangkan disisi lain mereka harus 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan dari kejadian ini penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “SISTEM PEMBAYARAN GAJI 

TENAGA KERJA SATPAM PADA PERUSAHAAN OUTSOURCING PT. 

DATAMA DI UIN SUSKA RIAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

SYARIAH”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, agar pembahasan tidak keluar dari 

permasalahan sebenarnya, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian yang terfokus pada sistem pembayaran gaji tenaga kerja satpam pada 

perusahaan outsourcing PT. Datama di UIN SUSKA Riau dalam perspektif 

ekonomi syariah. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah sistem pembayaran gaji tenaga kerja satpam pada 

perusahaan outsourcing PT. Datama di UIN SUSKA Riau ? 

2. Bagaimanakah dampak dari besaran gaji yang diterima oleh tenaga kerja 

satpam pada perusahaan outsourcing PT. Datama di UIN SUSKA Riau ? 
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3. Bagaimanakah tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran gaji 

tenaga kerja satpam pada perusahaan outsourcing PT. Datama di UIN 

SUSKA Riau ? 

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitan adalah: 

a. Untuk mengetahui sistem pembayaran gaji tenaga kerja satpam 

pada perusahaan outsourcing PT. Datama di UIN SUSKA Riau. 

b. Untuk mengetahui dampak dari besaran gaji yang diterima oleh 

tenaga kerja satpam pada perusahaan outsourcing PT. Datama di 

UIN SUSKA Riau 

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem 

pembayaran gaji tenaga kerja satpam pada perusahaan outsourcing 

PT. Datama di UIN SUSKA Riau. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan penulis 

terhadap masalah yang akan diteliti.  

b. Untuk meberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam 

pengetahuan tentang ketentuan pemberian gaji dalam bekerja. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi kasus pada 

program S1 ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

SUSKA Riau. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di 

Jl. Srikandi Z14, Delima, kecamatan Tampan, Panam Pekanbaru. 

Alasan penulis mengambil lokasi ini, karena ingin mengetahui sistem 

pembayaran pengupahan yang sering tertunda. 

2. Subjek dan objek penelitian 

a. Subjek penelitian adalah pengurus PT. Datama yang terdidri dari 

Dirketur, maneger dan satpam yang bekerja di kampus UIN 

SUSKA Riau yaitu Korlap, Danru beserta anggota satpam. 

b. Objek penelitian ini adalah sistem pembayaran gaji tenaga kerja 

satpam pada perusahaan outsourcing PT. Datama di UIN SUSKA 

Riau. 

3. Populasi dan sampel 

Populasi adalah wilayah generelisasi yang teridiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
13

 Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah  72 orang yang terdiri dari: 1 pimpinan, 2 

orang manejer, 1 Adm. Keuangan, 4 korlap, 4 Danru dan 60 anggota 

satpam di kampus UIN SUSKA Riau. Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
14

 Penulis 

mengambil teknik pengambilan sampel yang dapat mewakili populasi 

                                                             
13

 Sugiyono,CARA MUDAH  MENYUSUN: SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), cetakan ke-3, h.62. 
14

 Ibid. 
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adalah dengan teknik simple random sampling. Anggota satpam yang 

berjumlah 60 orang, penulis hanya bisa mengambil sampel dari anggota 

satpam menjadi 6 orang ditambah pimpinan, manejer, Administrasi, 1 

Korlap, dan 1 Danru. 

4. Sumber data
15

 

Bila dilihat dari sumber dari sumber datanya, maka pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder : 

a. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan  

data kepada pengumpul data.  

b. Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

5. Metode Pengumpulan data 

a. Observasi, menurut Matthews and Ross bahwa observasi 

merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia.
16

 

Pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap satpam 

yang bekerja di lokasi UIN SUSKA Riau. 

b. Wawancara, yaitu sebuah proses interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh setidaknya dua orang,atas dasar ketersediaan dan 

dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada 

tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai 

                                                             
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2014), 

cetakan ke-6, h.187. 
16

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Foccus Groups, (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2013), cetakan ke-1, h. 129. 
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landasan utama dalam memahami.
17

 Pihak yang terlibat untuk 

diwawancarai adalah pemipin perusahaan, 1 orang manajer, 1 

Adm. Keuangan, 1 Korlap, 1 Danru, 6 orang anggota satpam di 

kampus UIN Suska Riau. 

c. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
18

 

d. Tinjauan Pustaka, adalah proses umum yang kita lalui untuk 

mendapatkan teori terdahulu. Kajian pustaka meliputi 

pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis 

dokumen – dokumen yang memuat informasi yang berkaitan 

dengan masalah penelitian.
19

 

6. Metode Analisa data 

Metode yan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

data deskriptif. Data dikumpulkan dalam penelitian kualitatif lebih 

mengambil bentuk kata – kata atau gambar daripada angka – angka. 

Hasil penelitian tertulis berisi kutipan – kutipan dari data mencakup 

transkip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen 

                                                             
17

 Ibid. 
18

 Sugiyono. Op.Cit. h.326. 
19

 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan 

Kualitatif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), cetakan ke -2, h. 37 dan 219. 



 12 

pribadi, memo, rekaman – rekaman resmi lainnyauntuk 

mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.
20

 

7. Metode Penulisan
21

 

 Metode penulisan yang diambil adalah dengan cara deduktif. 

Suatu metode disebut sebagai deduktif apabila analisis data dan 

penulis skripsi berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum 

untuk menilai data yang bersifat khusus. 

F. Variabel Penelitian 

Variabel Konsep Variabel Indikator 
Sub Indikator 

Sistem 

pembayaran 

gaji 

Menurut Ahmad,  

sistem pembayaran 

adalah sistem yang 

meliputi orang, mesin, 

prosedur, yang 

terdapat dalam suatu 

kegiatan pentrasferan 

dana untuk 

pembayaran yang 

dilakukan oleh suatu 

pihak kepada pihak 

lain. 

1. Sistem 

pembayaran 

gaji.  

Sistem pembayaran upah 

menurut lamanya kerja. 

2. Gaji 1. Tujuan Pemberian 

gaji. 

2. Upah Minimum 

3. Besaran upah 

4. Upah Lembur 

5. Jamsostek 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian, variabel penelitian dan 

sistematika penulisan. 

                                                             
20

 Ibid. 
21

 Saifuddin, Muhammad Syuhudi dan Ismail Suardi, Strategi dan teknik  penulisan 

skripsi, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), cetakan ke-1, h. 33. 
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BAB II: Gambaran umum lokasi peneitian tentang sejarah, visi dan 

misi dan struktur organisasi PT. Datama. 

Bab III:  Tinjauan teoritis tentang teori gaji, teori sistem, teori 

satpam, dan teori  Ijarah. 

Bab IV:  Hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem 

pembayaran gaji satpam pada PT. Datama di UIN SUSKA 

Riau, faktor kendala dalam pembayaran gaji, tinjauan 

ekonomi syariah tentang sistem pembayaran gaji satpam 

pada PT.Datama di UIN SUSKA Riau. 

Bab V:  Kesimpulan dan Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 


